PERUBAHAN ATAS PERATURA
TENTANG STANDAR OPERAg
NON PERIZINAN PADA

Menimbang

DENGAN RAHMAT

a.

0 0486

BUPAT] SINTANG
PERATURAN Bypar, SINTANG

NOMOR }k/ TAHUN 2013

TENTANG

IOISJAEUPATI SINTANG NOMOR 6 TAHUN 2013
PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN DAN

KAN'I‘OR’” PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SINTANG

TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang
Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi
Perangkat Daerah Kabupaten Sintang, dan Peraturan
Bupati Sintang Nomor 52 Tahun 2008 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Sintang ditegaskan bahwa Kantor
Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas
melaksanakan koordinasi dan menyelengarakan pelayanan
administrasi di bidang perizinan secara terpadu dengan
prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi,
keamanan dan kepastian, serta ditegaskan dengan
Peraturan Bupati Sintang Nomor Tahun 2013 tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Sintang Nomor 64 Tahun
2009 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati
Sintang Di bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
Kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sintang;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada hurufl a di atas dan dalam upaya meningkatkan
kualitas pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara
cepat, murah, mudah, transparan, pasti dan terjangkau,
serta guna meningkatkan hak-hak masyarakat terhadap
pelayanan Perizinan dan Non Pe.rizinan, perlu melakukan
perubahan atas Peraturan Bupati Sintang Nomor 6 Tahun
5013 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan
perizinan dan Non Perizinan pada Kantor Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang;

bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf

b tersebut di atas, perlu diatur dengan Peraturan Bupati
Sintang,

Mengingat .



Meﬂgi“gat

Mmor 3 Tahun 1953 tentang
egara : I Di Kalimantan
9, Tambahan gem alr%pubhk [ndonesia Tahun 1953 Nomor

an Negara Republik Indonesia Nomor
Lembaran Negara Republik
: _ 72, Tambahan Lembaran
ik Indonesig Nomor 1820); -
Undang-Undap,
Kepegawaian |
1974 N()mol-
Indonesia Ng
Undang-Unq
Republik [n
Lembaran N

& Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Lembaran Nega;

55 ra Republik Indonesia Tahun

» Tambahan Lembaran Negara Republik
mor 3041) sebagaimana telah diubah dengan
ang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara
donesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan
€gara Republik Indonesia Nomor 3890);

};’ndaﬂg‘Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
enyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari
Korupsy Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3874)sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang
Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4 150);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (L.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4335);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
pemeriksaan, Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang  Nomor 32 Tahun 2004 tentang
pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

9. Undang-Undang ...
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11,

12,

13,

14.

15

16.

17.

18.

0 0486

Tahun 2004 tentang
Pemerintah Pusat Dan
(Lembaran  Negara  Republik

Nomor 126, Tambahan Lembaran
a Nomor 4438;

Undang-Undang
ang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan

Terbatas (Le
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 10g -
»  Taml} :
Indonesia Nomor 47533?)]-&“ Lembaran Negara Republik

Undang-y

: hdan
P - No
Perlmt.)‘mga—n cuangzlr?r 03
€Merintahan Die Antara
Indonesiy Tahy ‘rah

Undane-
&-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Publi : ”
lik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 112, T
» lambahan |, .
Indonesia Nomor 5038); eibaran.  Negarer  Repoblik

g?d_ang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
erlindungan  Dan Pengelolaan  Lingkungan  Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5059);

Undang-Undane Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

ran Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
pembagian Uryseh Pemc'rnnahan Antﬂr.a Pemerintah,
pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tanun Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

Peratu

Peraturan Pemerinta‘h Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

19. Peraturan .
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29.

. Peraturan Daerg

: 0 0485
Me%fs Pendayagunaan Aparatur Negara
i P /04/2006  tentang  Pedoman

elavanan Pyblik:

nteri .
teri Da.lam Negerl Nomor 24 Tahun 2006

tentang Pedo
m
an Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu;

Peraturan Menter;
nteri Dalam '
tentang Pedomar, Negeri Nomor 20 Tahun 2008

Organisasi dan Tata Keri i
i " ata K slayane
Perizinan lerpadu di Daepar - erja Unit Pelayanan

h Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
fi - Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26,
ahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor

2006
Daera
Tamb
25);

Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran
Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor I,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008
tentang Susu: Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Sintang (Lemt 1 Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008
Nomor 2, Tam an Lembaran Daerah Kabupater'l Sintang
Nomor 2 );

Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 2008
tentang Surat Izin Tempat Usaha (Lembaran Daerah
Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4 };

Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2009
tentang Tanda Daftar Gudang (Lembaran Daerah
Kabupaten Sintang Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2);

peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 9 Tahun 2010
tentang lzin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten
Sintang Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sintang Nomor 9);

peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Qintang Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabt_lpaten Sintang Nomor 6 Tahun 2012
tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daearah
Kabupaten Sintang Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6);

Memperhatikan ..



4

M

Cmperhatikan 1.

Menetapkan

SUSun
an ang No
Terpady g 'Banisasi yp Tmor 52 Tahun 2008 tentang
Kab atu Pint Ata Kerja K
abupaten g 4 Kabupaten sin(ang (a%tor Pelayanan
erita Daerah

omor )

y

<. Peratyr
an Bupatj g;j
Pendelegasian g p o
“endelegasian vang Nomor 64 Tah
Bidang Pelayanasebdg‘an Kewenangan Bsgatgiog?m:r?ta%gi
sebagaiman B - Satu Pinty Kabupaten Singf;mo
€ngan Peraturan Bupati Simanbg

18 Tahun :
2013 ( Berita Daerah Kabupaten Sintang

Tahun 2013 Nomor 20)

MEMUTUSKAN

PERATURAN

PERATURAN SSSATI _ TENTANG PERUBAHAN ATAS
TENTANG STANDA?{TI SINTANG NOMOR 6 TAHUN 2013
PERIZINAN DAN NONOPPF%QII{;\ISIJSNAL PROSEDUR PELAYANAN
TERE s N PADA KAN :

ERPADU SATU PINTU KABUPATEN SINTANG.TOR PRLAVANAR

Pasal 1

Bebera .
pa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sintang Nomor 6 Tahun 2013

1‘ =Y - . P
ﬁ;ttggttuan hPasal 3 ayat (1) mengalami perubahan penambahan yakni
uan huruf k, huruf 1, huruf m, huruf n, huruf o, huruf p, huruf g

(1)

2.  Ketentuan Pasal 4 meng
Pelayan

a.

huruf r, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Jenis Pelayanan Perizinan pada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Sintang meliputi :

TOTOSgrEFTIIOR ™SO0 T

lzin Mendirikan Bangunan;
Izin Usaha Jasa Kontruksi;
Izin Tempat Usaha;

lzin Usaha Perdagangan;
lzin Usaha Industri;

Izin Perluasan Industri;
[zin Gangguan (HO);

Izin Reklame;

Izin Bengkel;

Izin Kursus;
lzin Prinsip Penanaman Modal;

|zin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
|zin Prinsip perubahan Penanaman Modal;
Izin Usaha Penanaman Modal;

Izin Pendaftaran Penanaman Mcdal;

Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal;
Izin Usaha penggabungan Perusahaan Penanaman Modal;

Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal.

alami perubahan, sehingga berbunyi sebagai berikut :

an informasi dan Pengaduan;

b. Tanda Daftar Ind ustri. .,



Tanda Daftar Indyggy;.

Tanda Daftar Gudang, 0 0491
Tanda Daftar pery sah,aan~
Tanda Daftar yj ’

cao o

an
g / Perubahap / Perpanjangan

Pasal 4
SOP Pelayanan Perizj
k Satu Pintu Kabuplantig dZ?nTaOIl: Perizinan pada Kantor Pelayanan Terpadu
‘ Alg terdiri dari persyarat: :kanis
pelayanan, biaya dan s befyelesaion pelayanarfcmyaratan, mekanisme,
(2) SOP Pelayanan Perizinan dan n
Satu Pintu Kabupaten Sjnt
sebagaimana tercantum
merupakan satu kesatuan
Bupati ini.

on Perizinan pada Kantor Pelayanan Terpadu
ang sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dalam Lampiran I sampai dengan XXV, yang
dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
(3) SOP Pelgyanan Perizinan dan Non Perizinan pada Kantor Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Sintang pada Lampiran [ Peraturan Bupati Nomor

06 Tahun 2013 telah dirubah scbagaimana pada lampiran | Peraturan

Bupati I, Lampiran XVIII sampai dengan XXV merupakan tambahan.

F

Pasal 11
Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang,
pada tanggal 30 /‘}ﬁﬂlt 2013

{ BUPATI SINTANG, “’
P ;

(M MILTON CROSBY

Diundangkan di Sintang
pada tanggal %44 ﬂ]ﬂ tC 2013

& SEKRERARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,(

ULKIFLI HAJI AHMAD
BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2013 NOMOR Y,



MPIRA RAN BUpan

% NOMOR .lﬁ?”SWWmG

’l‘ O * ™
I'jERUB/\HAN o 2013
SINTAN(G NO 'AS  PERATURAN BUPATI
S’l‘ANDAR MOR_‘QG TAHUN 2013 TENTANG
PELAYANAN p-p—l’filﬂ\SIONAL PROSEDUR
PADA st ILRI{,‘INAN DAN NON PERIZINAN
PINTU gape R PELAYANAN TERPADU SATU

BUPATEN SINTANG

PROSEDUR PELAYANAN
KAN BANGUNAN

A, Persyaratan Administras; .

1. Mengisi permohongan Iz ‘
. : n Mendirj ‘ :

5. Toto Coty BN Tahun terakhifl“kan Bangunan

3. Foto Copy Sertifikat tanah

4. Foto Copy KTP

5. Surat Pernyataan darj tetangga diketahuj RT

g_ gﬁfg: PLrn{/atagrrl Batas Tanah oleh Pemilik tanah dilengkapi Materai

i pernyataan  kesanggy pan  menyediakan fasilitas umum

bermaterai jika merupakan i jatan usaha

8. Dokumen Lingkungan (SPPL)/JUKL - UPL/ AMDAL dari Badan

Bing}l:ungan Hidup Kabupaten Sintang jika merupakan kegiatan
saha

9. Pas Photo terbaru Ukuran 3 x 4 = 4 Lembar
10. Materai Rp. 6000,- 3 lembar

Persyaratan Tehnis :

1. lzin Letak Tepat dari Dinas Pekerjaan Umum jika merupakan kegiatan
usaha
2. Perhitungan struktur dan / atau bentang struktur bangunan disertai
hasil penyelidikan tanah bagi bangunan 3 ( tiga ) lantai atau lebih
3. Sket Lokasi beserta Rencana bangunan lengkap vang terdiri dari :
a. Gambar site plan/situasi
b. Gambar denah.
c. Gambar Tampak
d. Gambar potongan, dan
e. Spesifikasi umum finishing bangungn gedung
f Gambar dalam ukuran kertas A4 Kalkir

Mekanisme

Pengajuan Berkai permohon
iksaan Berkas

ggrrll:zxr‘:i:aan Lokasi/ c_ck Lgpangan

Penetapan Biaya/Retribusl

Proses SK/lzin .

Pembayaran di Kasir

Penyerahan SK/IzIn

an diloket pelayanan

NO G R LN~

C. Biaya ...



piaya :

Fungsi Hunian, Indek
Fungsi Agama, Indek

Terintegrag;

0 0497

- Terinteorac: :0,50x 0.6 _ =
Fungsi Usaha, Indek 1legrasi A ,610 x 1,00 = 0,305
Fungsi Sosial dan BudaT “rintegras;i ; :?'88;? 0,670 x 1,00 = 0,00
1. Kantor Kecamatan [po.p.’ 00x 0,88 x 1,00 = 2,64

2. Sekolah Indek Terinndek Terintegrasi

: tegrasi ¢ 0,00 x 0,685 x 1,00 = 0,00

! . as Indek Tel’integrasi + 1,00x 0,85 x 1,00 =0.82
Fungsi F(hgsus Bangunan Geduy : 1,00x 0,58 x 1,00 =0,58
Industri Minyak Pelum =

Fungsi Ganda/Campuran Ind

as Inde

Perhitungan besarnya Retribys;j

Luas

1. S

BG x Indeks Terintegrasi x 1,00 x HS retribusi

truktur dan besarnya tarif Retrib

lck’l‘erimegrasi ¢ 2,00x 0,78 x 1,00
€k Terintegrasi : 4,00 x 0,91 x 1,00

1;B
3,6

,50
4

usi lzin Mendirikan Bangunan

digolongka as i
dg gkan berdasarkan jenis dan luas bangunan yang akan

ibangun

2. Struktur dan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah sebagai berikut : ‘

Harga
Kode Tenis Satuan
| Retribusi
|
1 5 = r (.ijj_,___.
1 Retribusi pembinaan penyelenggaraan \
bangunan gedung
1000 | BANGUNAN GEDUNG
1000A | Darurat/Sementara 5.000
1000B | Semi Permanen \ 2.500
1000C | Permanen L 4.000
2000 | PRASARANA BANGUNAN GEDUNG {
2200 | JENIS PRASARANA
2210 | Konstruksi pembatas/penahan/pengaman E
2211 | Pagar . 1.000
2220 | Konstruksi penanda masuk
2221 yapura :; 1.000
22909 lerbang i 1.000
2250 | Konstruksi kolam/ reservoir bawah tanah \
2251 | Kolam renang t 3.500
2252 | Kolam pengolahan air \ 3.500
29253 | Reservoir hawah tanah 11 3.500
2054 | Waste water treatmen plant 3.500
2260 | Konstruksi Menara \
2961 | Menara Antena \ 18.000
2262 | Menara Reservoir 7.000
2263 | Cerobong \ 7 .OOQ
2264 | Tower 7.000
2270 Konstruksi monument )
2071 | Tugu 2 ggg
: un 3.
gé;g :;E:Jtnst%uksi instalas_i B_awah Talelah
2981 Wrmgan listrik bawah tanah 4.000

Satuan

M2
M4
M2

| M-?

M4

oW
M-<
o

e |

M“
M2
M2

|
|
|
|

2

vt |



2282 | Instalas; telek - “
“Komy i .

awah tangp Mikasi dan Jaringan telkom
2283 | Instalasj Pengolahap
2284 | Instalasi Bahan Bakar
2285 | Konstruksgi Pondas;j mesin gy,
2290 Konstruks; Reklame Huar bangunan
2291 | Billboargd
2292 | Papan iklan
2293 | Papan namg berdirj -

apar ( Il sendiri atgy berupa temhok
Waktu Penyelesajap 114 ; :
Dengan catatan : (empat belas) hari kerja

0 0494
4.000 M-
4.000 M?
4.000 M:<
14.000 M
14.000 M
14.000 M:
14.000 M2

‘ 4
¢'MILTON CROSBY




o . 049%
JPIRAN XVIII l;%)iATURAN BUPATI SiNTANG °
LA OR . g .. TAHUN 2013

TANGGAL Le [ 2013

TENTANG STANDAR

OPERASIONAL PROSEDUR
PELAYANAN PERIZINAN DAN  NON
PERIZINAN PADA KANTOR PELAYANP:N
TERPADU  SATU  PINTU  KABUPATEN
SINTANG

STANDAR OPERASIO

NAL PROSEDUR PELAYANAN
IZIN PRINS]

P PENANAMAN MODAL
Persyaratan :

Mengacu Kepada Peraturan Kepala BKPM NO. 12 Tahun 2009
Mekanisme:

Mengacu Kepada Peraturan Kepala BKPM NO. 12 Tahun 2009

Masa berlaku Izin S ( Lima ) Tahun

waktu Penyelesaian
' Dengan catatan :

i berada di
Persyaratan lengkap dan Pejabat yang menandatangani
ers
Tempat

3 (Tiga) hari Kerja

: 0 Rupiah
Biaya

({ BUPATI SINTANG,J('
/ /

MAIL’FON CROSBY



\

PERATURA

N BUpap-

NOMOR UP{;A“ SINTANG 0 049C
TANGGAL 2 TAHUN 2013

TENTANG STAP?DA kit 2013

PELAY ANAN OPERASIONAL PROSEDUR
PERIZINAN PERIZINAN  DAN  NON
TERPADY PA}JA KANTOR PELAYANAN
SINTANG SATU PINTU KABUPATEN

STANDAR OPERA
SION
IZIN PRINSIP PERLUASAN por b, L AYANAN

ASAN PENANAMAN MODAL
Persyaratan :

Mengacu Kepada Peraturan Kepala BKPM NO. 12 Tahun 2009
Mekanisme:
Mengacu Kepada Peraturan Kepala BKPM NO. 12 Tahun 2009

Masa berlaku Izin 5 { Lima ) Tahun

Waktu Penyelesaian : 3 (Tiga) hari Kerja
Dengan catatan :

Persyaratan lengkap dan Pejabat yang menandatangani berada di
Tempat

BUPATI SLNTANG,J(

. 7
WMILTON CROSBY



IRAN XX PE ‘ 3.
[AMP NOIEAA("I)“ERAN Bupgﬂ SINTANG R 0
TANGG TAHUN
PE?X?: *  OPERASIONAL PROSEDUR
e NAN  PERIZINAN DAN  NON
TERP:;NAN PADA  KANTOR PELAYANAN
DU SATU  PINTU KABUPATEN
SINTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSE

D
IZIN PRINSIP PERUBAHAN PEN iy

ANAMAN MODAL
A. Persyaratan :

Mengacu Kepada Peraturan Kepala BKPM NO. 12 Tahun 2009

B. Mekanisme:

Mengacu Kepada Peraturan Kepala BKPM NO. 12 Tahun 2009

C. Masa berlaku Izin S ( Lima ) Tahun
D. Waktu Penyelesaian
Dengan catatan :

Persyaratan lengkap dan Pejabat yang menandatangani berada di
Tempat

3 ( Tiga ) hari Kerja

E. Biaya : 0 Rupiah

BUPAT! SINTANG ,f

: %
Q- MILTON CROSBY



- NOMOgRA§BUPNNSHﬂANG -0 0498
TANGGAL . TAHUN 2013
TENTANG STEESAQ“‘ 2013

. OPERA N
PhLAYANAN SIONAL PROSEDUR

P PERIZINAN  DAN
PERIZINAN pAr NON
Ly AL)A -
TERPADU  sATy KANTOR PELAYANAN

SINTANG PINTU KABUPATEN

ST
ANDAIIEI%PERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN
USAHA PENANAMAN MODAL

A. Persyaratan :

Mengacu Kepada Peraturan Kepala BKPM NO. 12 Tahun 2009

B. Mekanisme:

Mengacu Kepada Peraturan Kepala BKPM NO. 12 Tahun 2009

C.  Masa berlaku Izin Selama Perusahaan masih menjalankan

Melakukan kegiatan usaha, kecuali di-
tentukan lain oleh peraturan perundang
undangan sektoral.

D. Waktu Penyelesaian
Dengan catatan :

Persyaratan lengkap dan Pejabat yang menandatangani berada di
Tempat

7 (Tujuh ) hari Kerja

E. Biaya : 0 Rupiah

(BUPA’N SINTANG,'YL
i /
o/ MILTON CROSBY



PIRAN XXII PERAT
AN Nb(‘)linA(;gRAN BUPATI SINTANG
TANGGAL - TAHUN 2013
TENTANG :

, T8 2013
STANDA R y ‘

) OPERA SF
PELAYANAN SIONAL ~ PROSEDUR

il PERIZINAN  DAN  NON
};Eg})&lNAN PADA  KANTOR PELAYANAN

PADU - SATU  PINTU  KABUPATEN
SINTANG

STAND:}?NOPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN
DAFTARAN PENANAMAN MODAL

A. Persyaratan :

Mengacu Kepada Peraturan Kepala BKPM NO. 12 Tahun 2009
B. Mekanisme:

Mengacu Kepada Peraturan Kepala BKPM NO. 12 Tahun 2009

C. Masa berlaku Izin 6 ( enam ) Bulan

D. Waktu Penyelesaian
Dengan catatan :

Persyaratan lengkap dan Pejabat yang menandatangani berada di
Tempat

3 (Tiga) hari Kerja

E. Biaya : 0 Rupiah

( BUPATI SIN'I’ANG,T

- /
Ly MILTON CROSBY



AMPIRAN XKL PERATURA

0 0500
NOMOR :BL.;_PATI SINTANG
TANGGAL . " TAHUN 2013

TENTANG STANDA”;{“H - o1

: OPERASIONAL ~ PROSEDUR
P\

PEE}{\){ANAN PERIZINAN  DAN  NON

TERPANAN PADA KANTOR PELAYANAN
"PADU - SATU  PINTU  KABUPATEN

SINTANG

STANDAR OPERASIO

NAL PR
IZIN USAHA PERL OSEDUR PELAYANAN

UASAN PENANAMAN MODAL
Persyaratan :

Mengacu Kepada Peraturan Kepala BKPM NO. 12 Tahun 2009
Mekanisme:

Mengacu Kepada Peraturan Kepala BKPM NO. 12 Tahun 2009

Masa berlaku Izin S ( Lima ) Tahun

Waktu Penyelesaian

7 ( Tujuh ) hari Kerja
Dengan catatan :

Persyaratan lengkap dan Pejabat yang menandatangani berada di
Tempat

Biaya 0 Rupiah

/ 3UPAT! SINTANG, "’

{ / ] )
o MILTON CROSBY
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AMPIRAN XXIV. - PERATy,

NOMORRAI\.I BUPATI siNTANG
:TANG YAL TAHUN 2013
TENTANG : srANpaf 2013

0 0502

OPE
PELAYANAN RASIONAL  PROSEDUR

PERIZINAN

PERIZINAN DAN NON

PADA K
TERPADY  hD? KANTOR PELAYANAN

SATU
SINTANG

Persyaratan :

Mengacu Kepada Peraturan Kepala BKPM NO. 12 Tahun 2009

Mekanisme:
Mengacu Kepada Peraturan Kepala BKPM NO. 12 Tahun 2009

Masa berlaku Izin S ( Lima ) Tahun

Waktu Penyelesaian

7 (Tujuh ) hari Kerja
Dengan catatan :

Persyaratan lengkap dan Pejabat yang menandatangani berada di
Tempat

Biaya : 0 Rupiah

{ BUPATI SIN'I‘ANG,T
</ \Aﬂ/
/7
&’ MILTON CROSBY

PINTU KABUPATEN



AN XXV PERAT 0 050“
L]\MP“ N(:)f\;;\(l IURAN UU[)/\T] S{NT/\NC
. ){ g ') " ]
TANGGAL n FAHIUN 2013
Py ‘ N ] ;
TENTANG STAN:',’:X?Q‘ C 2013

OPERASIONAL

' PROSEDUR
]’\‘,I.AYANAN

S PERIZINAN DAN NON
PERIZINAN  pADA KANTOR PELAYANAN
LERPADU  SATU PNty KABUPATEN
SINTANG,

STANDAR OPERAS

IONAL PROSEDUR PELAYANAN
IZIN USAHA PERUBAHA

N PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL
A. Persyaratan :

Mengacu kepada Peraturan Kepala BKPM N0, 12 Tahun 2009
B. Mekanisme:
Mengacu Kepada Peraturan Kepala BKPM NO. 12 Tahun 2009

C. Masa berlaku Izin 5 ( Lima ) Tahun

D. Waktu Penyelesaian

5 ( Lima ) hari Kerja
Dengan catatan :

Persyaratan lengkap dan Pejabat yang menandatangani berada di
Tempat

E Biaya 0 Rupiah

BUPATI SINT .-\‘NL'I,‘T
e /

Q- MILTON CROSBY



